
BUPATI  CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI  CIREBON
|\L,

NOMOR :.441..34:*Kep.  486     -Dinkes/2023

TENTANG

SISTEM INFORMASI  PELAYANAN PASIEN TERINTEGRASI

DI  RUMAH  SAKIT UMUM DAERAH WALED IIABUPATEN  CIREBON

BUPATI  CIRBBON,

Menimbang            :    a.    bahwa  dalam  rangka   meningkatkan   kualitas   layanan

dan  manajemen  rumah  sakit  perlu  menerapkan  sistcm

informasi  pelayanan  pasien  terintegrasi  salah  satunya

melalui   Aplikasi   Elektronik   Rekam   Medis   di   Rumah

Sakit Umum Daerah Waled;

b.    bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati    tentang    Sistem    Informasi    Pelayanan    Pasien

Terintegrasi    di    Rumah    Sakit    Umum    Daerah    Walt-`d

Kabupaten Cirebon;

Mengingat               :     1.    Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang

Pembentukan       Daerah-Daerah       Kabupaten       D{il:im

Lingkungan    Propinsi    Djawa    Barat     (Berita     Ncgara

Republik      Indonesia      tanggal      8      Agustus       1950)

sebagaimana    telah    diubah    dengan    Undang-Undang
Nomor 4 Tahun  1968  tentang Pembentukan  Kabupaten

Purwakarta  dan  Kabupaten  Subang  dengan  mengubah

Undang-Undang     Nomor     14     Tahun     1950     tentang

Pembentukan       Daerah-Daerah       Kabupaten       Dalam

Lingkungan   Propinsi   Djawa   Barat   (Lembaran    Nc`garfi

Republik  Indonesia  Tahun   1968  Nomor  31,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



2.   Undang-Undang Nomor 29 Tahun  2004  tentang Praktik

Kedokteran     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia

Tahun  2004  Nomor   116,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 4431);

3.   Undang-Undang     Nomor     36     Tahun     2009     tentang

Kesehatan     (Lembaran     Negara     Republik     lndt>ncsia

Tahun  2009  Nomor   144,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);

4.   Undang-Undang Nomor 44 Tahun  2009  tentang  Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009

Nomor    153,   Tambahan    Lembaran    Negara   Republik

Indonesia Nomor 5072);

5.    Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang

Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik

Indonesia     Tahun     2014     Nomor     244,     Tambahan

Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5587)

sebagaimana    telah    diubah    beberapa     kali,     tt`rakhir

dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tenlang

Pene tapan         Peraturan         Pemerintah         Pe ngganti

Undang-Undang  Nomor  2  Tahun   2022   tentang  Cipta

Kerja    menjadi    Undang-Undang     (Lembaran     Ncgara

Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.   Undang-Undang Nomor 36 Tahun  2014  tentang Tenaga

Kesehatan     (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia

Tahun  2014  Nomor  298,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 5607);

7.    Undang-Undang     Nomor     38     Tahun     2014      lcnl{\ng

Keperawatan    (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia

Tahun  2014  Nomor  307,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik Indonesia Nomor 5612);



8.    Peraturan               Menteri               Kesehatan               Nomor

1045/MENKES/PER/XI/2006       tentang             Pedoman

Organisasi   Rumah   Sakit   di   Lingkungan   Departcmen

Kesehatan;

9.    Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   83   Tahun   2013

tentang   Sistem   lnformasi   Manajemen    Rumah    Sfikil

(Berita     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2014
Nomor 87);

10.Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   4   Tahun   2019

tentang  Standar  Teknis   Pemenuhan   Mutu   Pelayanan
Dasar     Pada     Standar     Pelayanan     Minimal     Bidang

Kesehatan       (Berita       Negara       Republik       Indonesia

Tahun 2016 Nomor  1475);

11.Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor   3   Tahun   2020

tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan  Rumah  Sakit  (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

12. Peraturan   Menteri   Kesehatan   Nomor  24  Tahun   2022

tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 829);

13.Peraturan    Bupati    Nomor    36    Tahun    2022    tcntang

Pembentukan,  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas

dan   Fungsi   Serta   Tata   Kerja   Rumah   Sakit   Umum

Daerah    Waled    dan    Rumah    Sakit    Umum    Daerah

Arjawinangun     pada     Dinas     Kesehatan      Kabupatc`n

Cirebon; (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022

Nomor 36);

14.Peraturan   Bupati   Cirebon   Nomor    169   Tahun   2022

tentang  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit    /Hospttaz  Bg
Lczws/  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Waled  Kabupaten

Cirebon  (Berita Daerah  Kabupaten  Cirebon Tahun  2022

Nomor  169);



Memperhatikan     :    Keputusan                Menteri                Kesehatan                Nomor

129/Menkes/SK/II/2008       tentang       St.andar       Pt`la.\'amHi

Minimal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

:    Penggunaan Sistem lnformasi Pelayanan Pasien Terintegrasi

di Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten Cirebon.

:    Sistem        lnformasi        Pelayanan        Pasien        Terintegrasl

sebagaimana  dimaksud  pada  Diktum  KESATU  diantaranya

mencakup Aplikasi Rekam Medis Elektronik.

:    Keputusan      Bupati      ini      mulai      berlaku      pacla      `aiiLJ`ffii

ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

padatanggal    19   Mei   2023

BUPATI  CIREBON,

IMRON

Tembusan:
1.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

2.   Yth.Kepala      Badan       Perencanaan       Pembangunan,       Penelilian       ddn
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

3.   Yth. Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Waled Kabupaten
Cirebon.


